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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu§ menctapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran
pendapatan Dan belanja daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

2.

3.



MICMUTUNKAN:
Menelaplany : PERATURAN TUPATE THNTANG TATA CARA THENGQQUNAAN

DAN PENYICLIENGOARAAN KARTU KREDIT PIGMIERINTAL
IMICIMII UNTUK FICIAKHANAAN ANUHAIMN PICNDAIWIVAN
DAN TICLANJA DAIRATL

WALI
KICTENTUAN UMUM

Pasnl |

Dati Peratucan Hapatt lal youg ditnatsud dengan :

l,
2.
a

6.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat,
Bupati adalah Bupadl Pasamean Barat,
Anggaran Pendapatan dan elana Daerah yang
Kelanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
fahunan dacrah yang ditelapkan dengan peraturan
dacrah,
Kartu Kredit: adalah kartul Kredit) sebagaimana diatur
dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan Bank
Indonesla di bidang sistem pembayaran,
Karte Kredit) Pemerintah Daerah yang selanjutnya
ieingkat KKPD adalah Kartu Kredit) yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja
yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban
pembayaran pemegang kartu) dipenuhi oleh bank
penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada
waktu. yang disepakati dan satuan kerja perangkat
dacrah berkewajiban melakukanpelunasan kewajiban
pembayaran pada waktu yang disepakati dengan
pelunasan pembayaran secara sckaligus.
Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang
berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan
transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan
penetapan pengguna anggaran,
Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di
lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang
berstatus scbagai pegawai negcri sipil daerah yang
ditugaskan kepala dacrah melaksanakan administrasi
penggunaan KKPD.
Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalahpejabat
dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan
kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsure
penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Dacrah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.
Kuasa PA yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.
Pejabat Pcengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.
Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.
Pejabat Penata usahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP
adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menata usahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit SKPD.
Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi
penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang
dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan
bank lain.
Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya
disingkat DPTKKPD adalah daftar hasil verifikasi PA
yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor
kartu, jenis belanja barang, rician pengeluaran,
pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus
dibayar kepada bank penerbit KKPD.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional pada
SKPD/unit SKPD- dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

\



2:3.

24.

QS.

26.

27.

28,

29.

30,

32,

33,

SS =

UP Seana aSolsh UP yang ditetixan dalam tantuk uany,
tuna kepada BP melalui transfer KKUD kerckening, BP.
UP KK) adalah UP yang diterikan dalam tantuk

Lelanje (limit) kredit kepada BP atau BPP yany
penggunaannya dilakukan dengan
husat Perminiaan Vembayaran Using Persediaan yang
welanjuinya di singkat SYP-UP adalah doxumen yang
diyunskan untuk menysjuksan permintaan pembayaran
UP.
Surat) Perintah Membayar Uang Perwediaan yang
mlanjutnya disingkat SHIA UP adalah dokumen yang
digunakan untuk menerbithan surat periniah pencairan
duna datas beban penysluaran DPA SKPD yang
dipergunsken ecbaysi UP untuk mendanai sub kegatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
slanjutnya disingkat SPIA GU adalah dokurnen yang
digunakan untuk penertitan suratperintah pencairan
dana atas beban penyeluaran DPA 8KPD yang dananya
diperyunsakan untuk mengysnti UP yang telah
dibelanjakan.
Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang
mlanjuinya disingxat 8P2D adalah dokumen yang
diyunakan txbaysi dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
Surat Referens{ adalahdokumen yang diterbitkan oleh PA
yany, ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk
menerbitkan KKPD.
Personal Identification Number yang selanjutnya
disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi
Perneyany KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang
merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat
olch komputer sehaysi kode sandi khusus untuk
kearnanan dan kerudahan Pemegang KKPD dalam
melakukan transaksi.

AUD)

. Hota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat31

denyan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA
untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang
diajukan oleh PPTK.
Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
miclalui wistern catalog elcktronik atau toko daring.
Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko
Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi
Penysduan =Barang/Jasa melalui penyelenggaraan
perdayanyan melalui sistem clektronik dan rite) daring.

» Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik
yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, Tingkat Komponen Dalarn Negeri (TKDN), produk
dalam neyeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI),
produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan
informansi lsinnya terkait barang/jasa.
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35. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya

(1)

(2)

disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang
dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE).

BAB Ii
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada
Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja
barang dan jasaserta belanja modal melalui mekanisme
UP.
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. Kemudahan penggunaan atau fieksibilitas kartu

dengan jangkauan pemakaian yang lebihluas;
b. Transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia

barang/jasa yang menerima pembayaran secara
elektronik melalui mesin electronic data capture atau
media dalam jaringan,

c. Keamanan dalam bertransaksi dan menghindari
terjadinya penyimpangan atau fraud;

d. Efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur
atau idle cash;

e. Efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah
Daerah dari penggunaan UP; dan

f. Akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan
pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

BAB III
PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 3

Dalampenggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD
mempunyaitugas dan wewenang:
a.
b.

menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian
kerjasama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank
Penerbit KKPD;
menandatangani perjanjian kerjasama dengan pejabat
Bank Penerbit KKPD;
memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk
menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD
berdasarkan usulan PA;
menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD;
menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan
Pemegang KKPD;

¢.

d.

e.



menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai
berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian
penggunaan KKPD;
menandatangani berita acara serah terima KKPD dan
surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih
dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang
KKPD;
memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan
limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
melakukan penarikan KKPD karena penyalah gunaan
atau keadaan tertentu;
menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD
dalam hal terjadi penyalah gunaan KKPD;
memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas
permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya
permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk
memberikan surat teguran dan/atau pemotongan
besaran UP KKPD;
menerbitkan surat penarikan KKPD;
menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank
Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang
KKPD;
melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban
pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas
waktu/jatuh tempo pembayaran;
menetapkan standar operasional prosedur terkait norma
waktu) penggunaan, penyelesaian tagihan, dan
pertanggungjawaban KKPD denganberpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama, surat persetujuan/perubahan persetujuan
besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit
KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD,
ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan
kendala; dan
menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD
secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara
triwulanan kepada kepala daerah.
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q.
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Bagian Kedua
Kuasa BendaharaUmum Daerah

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas
dan wewenang:
a.

b.

menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan
Pemegang KKPD;

,

melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD; k
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perselajdai besa UP KKED SKED:
Wielakikin pericatatad pigitonis belanja yang bina
Mhayakan melatd UP, page jeals belanda yang bisa
dibuyarkan melee up KK, dan
beanrin/portbohanbesnran/perubahion peoporst UP
KKED Kedalitn kart penpawnaan UF KKID,
melekukan verlikest ates APM OU KKED yang diajukenlol PA;
mongombullkan BPM GU KKED kepada PA dalamhal
HOM GU KKED Udak memenuhl pernyaratarn:
menerbitkan BP2D GU KKPD;
tinolnkukan koordinasl dengus SKPD, terkalt percepatan
penyclenalan taghhon KKPD yang belum dibayarkan;
molakukan evalua pembayacan dan penggunaan KKPD
oleh PA/KPA;
menyuntin rekapltulas! laporan hasil monitoring dan
evaluas! pelaksanadn pembayaran menggunakan KKPD;
meminta SKPD untuk —omelakukan percepatan
penyampalan laporan dadam hal BUD belum
menerina laporan hasil monitoring dan cvaluasi
peloksianaan pembayaran dengan KKPD tingkat
SKPD;
menylapkan dan omenyampaikan rekapitulasi
laporan basil omonitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembayarun dengan KKPD kepada
PPKID selaku BUD;
menylapkan strat teguran dan/atau pemotongan
besaran UP KKPD;
menylapkan perubahan surat persetujuan
besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan
pemotongan besaran UP KKPD; dan
menyampaikan perubahan surat persetujuan
besaran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank
Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD
sclaku BUD,
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Bagian Ketiga
PA

Pasal5
Dalam penggunuan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan
wewenang:
a, omenyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat

by

C.

d.

pernyataan UP;
menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan
Administrator KKPD kepada kepala daerah melalui
PPKD selaku BUD;
menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada
sal penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
tnengajukan surat permohonan perubahan besaran UP
KKPD kepada kepala dacrah melalui PPKD sclaku BUD; \

pe



e. melakukan pengujian terhadap:
1. kebenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APBD;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti

pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar

Tagihan Sementara;
4, kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran

dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan
Sementara;

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan
dengan KKPD; dan

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume
barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen
serahterima barang/jasa, dan barang/jasa yang
diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

f. Mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan
KKPD;

g- Menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang
dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran
yang memenuhi ketentuan;

i. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada
pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas_ bukti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
menerbitkan NPD KKPD;k menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada
Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan

1. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan
KKPD.

Bagian Keempat
KPA

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan
wewenang:
a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP

KKPD kepada PA;
b. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima
pembayaran atas beban APBD;

2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/ Daftar
Tagihan Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran
dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan
Sementara;

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan
dengan KKPD; dan \
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6, kesentidin ospestiikasl teknis dan volume
Dirang/janse alain pecjanjlan/kontrak, dokumen
serah teria barang/jasa, dan barang/jasa yang
Uiserahken oleh penyedia burang/jasa

tenpeanhkan aobaylan/seluruhnys bukti-bukti
penyelinrin vtes tagihan yang ditayarkan dengan
KKI'1);
menolnk bukti-bukti pengeluaran ates tagihan yang
Aibayarken dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-
buktl pengeluarin yang tidak memenuhi ketentuan,;
menerbitkan DV! KKPD ates bukti-bukti pengeluaran
yang tnemenuhil ketentuan;
menyampalkan surat pernberitahuan penolakan kepada
Veluksana Kuna Pengguna KKPD atas bukti-bukti
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan
menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada
BPP,

te

Bagian Kelima
PPTK

Pasal 7

Dalam penggunuun UP KKPD, PPTK mempunyai tugas
dan wewenang:
au, Mencrima kuusa penggunaan KKPD dari PA/KPA

sclaku Perncgang KKPD untuk melakukan belanja
mengyunukan KKPD;

b. Mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka
peluksunaun angyaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang
menggunakan KKPD;

c. membuat daftar nominative belanja menggunakan
KKPN; dan

d, menyampaikan daftar nominative belanja
menggunakan KKPD dilampiri dokumen_belanja
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.

Dalam melaksanakan’ tugas penggunaan KKPD
scbaguimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK
bertanggungjawab kepada pemegang KKPD.

Bagian Keenam
PPK-SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 8

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai
tugas dan wewenang:
a. Melakukan verifikasi daftar nominative belanja

menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;
b. menyiapkan DPT;
c. menyiapkan NPD KKPD; ko



(2)

(1)

d. melakukan verifikasi SPP QU KKPD beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan olch BP;

ce. menyiapkan SPM GU KKPD;
f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggungjawab

mutiak PA;
g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD;

dan
h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

ditandatangani oleh PA kepada BP untuk penyiapan
dan pengajuan SPP GU KKPD.

Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD
mempunyai tugas dan wewenang.
a, Melakukan verifikasi daftar nominative belanja

menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;
menyiapkan DPT KKPD;
menyiapkan NPD KKPD; dan
menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah
ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk
penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.

Bagian Ketujuh
BP/BPP

Pasal 9

Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan
wewenang:
a. Menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada

PA;
b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah

UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh masing-
masing BPP dalam pengajuan UP dan/atau
pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke
PPKD selaku BUD;

c. melakukan pengujian:
1. NPD KKPD dan DPT KKPD;
2. ketersediaan dana UP KKPD, dan
3. penyusunan daftar pungutan/ potongan pajak/

bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.
d. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan

dan mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD
dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD
melalui SPP-GU KKPD kepada PA dengan
melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan
NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta
dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD
untuk dilakukan verifikasi;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggungjawab
mutlak PA;

g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui
pendebitan rekening BP kerekening Bank Penerbit x



(2)

Cc.

KKPD setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk
kerekening BP; dan

h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui
pendebitan rekening BP kerekening masing-masing
BPP,

Dalam penggunann UP KKPD, BPP mempunyai tugas
dan wewenang:
a. Menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD

kepada BP;
b. Melakukan pengujian:

1, NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2, ketersediann dana UP KKPD.

menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan
mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan
DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

c.

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP;
dan
melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui
pendebitan rekening BPP kerckening Bank Penerbit
KKPD setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke
rekening BPP yang ditransfer oleh BP.

Bagian Kedelapan
Administrator KKPD

Pasal 10

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD
mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN

KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short
Message Service) /sarana lainnya;
meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara
sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD
melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat
lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit)
KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD,
serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit
KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja
(limit) KKPD secara sementara;
menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit)
KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan
kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
melakukan monitoring pengembalian batasan belanja
(limit) KKPD secara sementara kebatasan belanja (limit)
awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit)
sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;

d.

e

a \



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja
(limit) KKPD kebatasan belanja (limit) awal kepada Bank
Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD
yang dinaikkan secara sementara tidak kembali
kebatasan belanja (limit) awal setcelah periode berakhir,;
meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran
pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat
elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah
mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan
menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran,
nomor dan nama KKPD, bukti-bukti
pembayaran/pemindah bukuan yang sah, dan nomor

rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada
Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas
keterlanjuran pembayaran.

f.

h

BAB IV
UP KKPD

Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi UP

Pasal 11

UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri
dari UP Tunai dan UP KKPD.
UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP
atas pelimpahan dari BP.

Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari

besaran UP masing-masing SKPD; dan
b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari

besaran UP masing-masing SKPD.
Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

Pasal 12

Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai
dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD.
Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan
proporsi UP KKPD.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).
Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh persen).
PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala

x



daecrah melalui PPKD sclaku BUD.
(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas

usulan perubahan proporsi UP KKPD kepada kepala
daerah.

(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), kepala dacrah memberikan persetujuan
perubahan proporsi UP KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) didasarkan atas:
a. Kebutuhan pengeluaran riil SKPD;
b. Perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD;
c. Perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal

pembayaran secara elektronik; atau
d. Kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan

UP KKPD.

Pasal 14

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau
perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Bagian Kedua
Permintaan Uang Persediaan KKPD

Pasa] 15

(1) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.
(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan
diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai kepada
Kuasa BUD.

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau
perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian
SPM UP, PA mengajukan surat permohonan perubahan
besaran UP KKPD kepada PPKD selaku BUD melalui
Kuasa BUD.

(2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan:
a. Surat pernyataan UP dari PA; dan
b. Keputusan kepala daerah mengenai perubahan

besaran UP atau proporsi UP KKPD
(3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan UP dari PA

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

tk



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),
Kuasa BUD melakukan penelitian besaran UP KKPD.
Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) dan Pasal 12 ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan
surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD.
Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM UP
dan/atau permohonan perubahan besaran UP KKPD
SKPD diterima oleh Kuasa BUD.
Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan
UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD
SKPD ke PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus
melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP
Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP.
Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran
UP KKPD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 18

KKPD terdiri atas:
a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan

jasa serta belanja modal;
b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan

dinas.

Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa
serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. Belanja barang kebutuhan sehari-hari dan

perkantoran;
Belanja pengadaan bahan makanan;
Belanja barang untuk persediaan;
Belanja sewa;
Belanja pemeliharaan;
Belanja bahan bakar kendaraan dinas;
belanja modal; dan
belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b.

d.
e
f.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengutamakan produk dalam negeri dan

k



(41

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

usaha mikro, kecil dan koperasi.
Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
komponen pembayaran transport, penginapan,
dan/atau sewa kendaraan.
Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (\)}dan
limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5)

Pasal 19

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja maksimal
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
1 (satu) penerima pembayaran.
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui transaksi catalog elektronik,
toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar
sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai
belanja maksimal untuk 1 (satu) penerima pembayaran
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali
diberikan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan
maksimal sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah).
Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling
banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD
selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2).
Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD
dalam (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja
yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.
Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
maksimal 30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

Bagian Keempat
Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan

Administrator KKPD

Pasal 20

(1) Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna
dan/atau Administrator KKPD merupakan



()

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

poMbar/pegmwal SKED yang beratatiee pegawad negers
siptl dactah,
Vemegang RAPD sebagai dimiakaud: pace vet (1)
wrerupakan PA/KPA,
Velaksani Kuasa Pengguie sebagalniana dimaksud
pada ayat (1) werupakin pegiwal negerl sipil daermbh

Yang Mendapat kine untuk menggunakan KEPD dar
PA/KPA,
Administrator KRPD sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) merupakan BP/BPD,
Dalai hal tentapat Pemegang NKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) dan/atau Administrator KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat. (4) berhalangan,
pegewal yang ditunjuk melaksanakan tagas PA/KPA
dan/ateu melaksanakan cugas BP/BPP sestiad dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai
pemegang KKPD dan Administrator KKPD,

(2

BAB V
PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGQUNAAN KKPD

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21

PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi
penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bank yang sama dengan bank
penempatan RKUD.
Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPKD selaku BUD membuat perjanjian
kerjasama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling sedikit memuat:

definisi;
tujuan perjanjian kerjasama;
ruang lingkup perjanjian kerjasama;
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD;

e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank
Penerbit KKPD;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
i
J
k

ao
oP

jangka waktu perjanjian;
berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;

. alamat dan wakil para pihak;



(3)

(3)

(4)

(5)

1. Surat Referensi;
m. keadaan kahar (fwvemajeur; dan

kenthasiaan infoomasi/data
Feranjian kegasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditandatangant oleh PPKD selaku BUD dan pejabat
Rank Penerbit KKPD.

un

Pasal 22

Dalam hal bank penempatan RKUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) belum memiliki

kewenangan menerbitkan Kartu. Kredit, bank

penempatan RKUD melakukan kerjasama dalam

penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik

negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit
Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang.
Dalam rangka kerjasama dengan bank badan umum
milik negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bank penempatan RKUD
membuat perjanjian kerjasama dengan bank badan
umum milik negara.
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paling sedikit memuat:
a. definisi;
b. tujuan perjanjian kerjasama;
c. ruang lingkup perjanjian kerjasama;
d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP

dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD;

(2)
K

e. hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan
bank badan umum milik negara Penerbit KKPD;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
i. jangka waktu perjanjian;
j. berakhimya dan akibat pengakhiran perjanjian;
k. alamat dan wakil para pihak;
1. Surat Referensi;
m. keadaan kahar (force majeure);
n. kerahasiaan informasi/data; dan
o. ketentuan penutup
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditandatangani oleh pejabat bank penempatan RKUD
dan pejabat bank badan umum milik negara Penerbit
KKPD;
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai
dengan kritena yang ditetapkan oleh Lembaga yang
berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Penetupan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

Pasal 23

Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), PA menyampaikan
Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan
Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD.
Daftar UsulanPemegang KKPD dan Daftar Usulan
Administrator KKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. nama dan NIP pemegang KKPD;
b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD;
c, jabatan pemegang KKPD,
d. kewenanganp emegang KKPD;
ce. batasanbelanja (limit) KKPD untuk masing-masing

pemegang KKPD;
alamat surat elektronik pemegang KKPD;
nama dan NIP Administrator KKPD;
tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD;
jabatan Administrator KKPD; dan

j. alamat surat elektronik Administrator KKPD.
Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD
disesuaikan dengan surat keputusan kepala daerah
tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD.
PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang
KKPD dan Administrator KKPD untuk disampaikan
kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.

‘rl
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Bagian Ketiga
Pengajuan KKPD

Pasal 24

Berdasarkan keputusan kepala daerahsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), PPKD selaku BUD
mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD.
Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
a. Surat Referensi dari PA/KPA;
b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;
c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku

dari PA/KPA;
d. SK PA; dan
e. Surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP

SKPD.
{. Fotokopi NPWP PA/KPA
Ketentuan mengenai format surat permohonan
penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan mengenai format surat Referens
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keempat
Penerbitan KKPD

Pasal 25

Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi surat
permohonan yang diajukan oleh PPKD selaku BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk untuk persetujuan pemberian batasan belanja
(limit) KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan Bank
Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat
keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah surat permohonan penerbitan KKPD
diterima oleh Bank Penerbit KKPD.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan:
a. KKPD;
b. Rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
c. tandaterima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD

selaku BUD.
Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil verifikasi
terpenuhi. Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD
kepada PPKD selaku BUD paling ambat 1 (satu) hari
kerja setelah KKPD diterbitkan.

Pasal 26

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Bank Penerbit
KKPD menolak sebagian atau seluruh permohonan
penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat
pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD.
Penyampaian surat pemberitahuan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya
proses verifikasi.
PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi
persyaratan permohonan penerbitan KKPD dan
menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD
untuk proses verifikasi lebih lanjut.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Baglan Kelimna

Aktivasi dan Penggunman KKPD

Pagal 27

Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan
kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakiukars
aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertamna kali.
Aktivasi KKPD scbagaimana dimaksud pada syat (1)
dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing
Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan
singkat (Short Message Service) /sarana lainnya.
Request/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh
Administrator KKPD atau masing-masing Pemeyany
KKPD melalui call center/layanan pesan sinykat (Short
Message Service) /sarana lainnya.

Pasal 28

Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status
KKPD secara otomatis aktif dan siap digunakan.
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa
serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasa]
18.

Pasal 29

Pemegang KKPD membubuhkan tandatangan pada
kolom tandatangan (signature panel yang terdapat pada
bagian belakang KKPD.
Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN,
Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKPD.
Secara periodic Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi
dan rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak

terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).
Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD,
pemegang KKPD dilarang memberikan informasi

mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada
siapapun.
Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang
KKPD mengutamakan pembelian barang/jasa yang
merupakan produk dalam negeri.
Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka
waktu lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan
permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKPD
dan menyimpan KKPD ditempat yang aman. a



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagian Kesatu
Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 30

Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen
belanja yang menggunakan KKPD berupa:
a. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
b. Surat tugas/undangan rapat/surat perjalanan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran.
Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit
KKPD, memuat informasi:

Nama pemegang KKPD;
nomor KKPD (account number;
tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;
tanggal transaksi (transaction date);
tanggal pembukuan (posting date);
keterangan (description);
nilai transaksi (amounts); dan

h. sub total tagihan.
Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi bukti pembelian/pembayaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD
membuat daftar pengeluaran riil belanja menggunakan
KKPD.
Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

a
b.

d.
e.
f

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 31

PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD
menyampaikan daftar pengeluaran riil belanja
menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan(e-billing)/Daftar
Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit KKPD.
Berdasarkan daftar pengeluaran’ riil belanja
menggunakan KKPD beserta dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat(i), PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
melakukan verifikasi terhadap:

&



(3)

(5)

(1)

(2)

We hebonran dat plhake yang berhide menertini
permbayaran ahi bola APD:I Rebeca ntertil dan pee tap
ponqeluran;
kehenaran peckitinagen ‘Cay (ee bill) Pattie
Togthon Sementira termine
kewnllbnn ponent pembayaran kepada
omental Daerah;

(oo kenomualan perbltiagan antara bukth pengeluacan
dengan Taglhan (ebdlllng)/Dallar ‘Taglhan
Hementarny
Kesenuadin Jena betaine yang dapat dibayarkan
engan KKPD; dan

[Keema —oapealiikadl tekale dan volume
barang/jawa dalam peclantlin/konttak, dokumen
serab terimea barang/Jasa, dan barang/jasa yang
diverabkan oleh penyedhe barang/jasn,

¢

W intrTutTTWI

¢

Berdasarkan hasil verlfilasl, PPK-SKPD/PPK unit SKPD
menylapkan NPD RKPD dengan dilampirh DPT KKPD
seria bukt-bukd pengeluaran untuk selanjutnya
disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandatangant dan
disahkan,

NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:
a. langgal dan nomor NPD KKPN;
b. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan;
c. nomor rekening Bank Penerbit KKPD;

peruntukkan pembayaran; dan
dasar pembayaran;
pembebanan anggaran; dan
tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan
NPD KKPD.

N)

PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD.

~ —
m
om

s

Pasal 32

Dalam hal terdapat bukti-bukti pengcluaran yang tidak
memenuhi ketentuan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD
menolak bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan
disampaikan kepada PPTK sclaku pelaksana kuasa
pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar
pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD diterima,

PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD
memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran
riil belanja menggunakan KKPD dan menyampaikan
kembali kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK
unit. SKPD untuk proses verifikasi lebih



(3)
lanjut.
Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum
dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD
dan bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada
BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan
dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dana

Pasal 34

Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan
bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BP/BPP
melakukan:
a. pengujianatas NPD KKPD dan DPT KKPD;
b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan
c. penyusunan daftar pungutan/potongan

pajak/bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD
Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh PA/KPA;
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1) pihak yang ditunjuk untuk’ menerima
pembayaran;

2) nilai tagihan yang harus dibayar;
3) jadwal waktu pembayaran; dan
4) ketersediaan dana yang bersangkutan.

c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran
antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam dokumen_perjanjian/kontrak;
dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan
kode rekening anggaran atas pengeluaran

Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah
memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD
dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA kepada BP
untuk pengajuan permintaan penggantian UP KKPD
kepada PA.
Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD
yang diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang



diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), BP mengajukan permintaan penggantian UP KKPD
kepada PA.

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT
KKPD diterima.

(6) Dalam hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT
KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,
BP/BPP menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang
diajukan dan mengembalikan kepada PPTK paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT
KKPD diterima.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD

Pasal 35

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud
dalamPasal 34 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan SPP-
GU KKPD kepada PA melalui PPK-SKPD yang dilampiri NPD
KKPD dan DPT KKPD serta dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) PPK-SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP-GU KKPD
yang disampaikan BP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan
lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM GU KKPD
yang dilampiri Draft Surat Peryataan Tanggung Jawab
Mutlak PA dan Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD,
dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD
dinyatakan belum lengkap, PPK-SKPD mengembalikan
kepada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) hari kerja
setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima.

Pasal 37

(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan
kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU KKPD
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPP-GU
KKPD diterima secara lengkap.

(2) SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri:
a. Surat peryataan tanggungjawab mutlak PA; dan
b. Surat peryataan verifikasi PPK-SKPD.



qt)

(2)

(3)

(i)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Vural Ve

Ketan NUD tnelakuban verltikand dokumen HPAL QO
RRPD sential dengan ketontiiin penitiiiai perundang
indanpan,
Bentanarkean hamll verted sebagai dlmakaud
pada uvat (tl) dokumen 8PM QU KKPD dinyatakan
lengkap, Kia WUD menerbltaan SPA GUO REPD
pvdlangy 2 (lua) hard Rerfa sek doktumen SPM QU
KRPD diterdia seenra lengkap.
Dalam hat berdasarkan hast veriflaat aebagaimana
dimakaud pad ayat (1) dakumen SPM QU KKPD belum
dinyatakan dengkap, Kunwa BUD mengembalikan
dokumen SPM QU KKPD kepada PA paling Inmbat 1

(sutu) hart kerja wedak diterina dolaimen SPM QU-KKPD.

mtvlunntIn

Baglan Kellma
PembayaranTagihan KKPD

Pasal 99

BP omelakukan pembayaran tagihhan KRPD melalui
pendebitan rekening BP kerekening Bank Penerbit KKPD
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peneairan dana
SP2D diterima/masuk ke rekening BP,
Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan
rekening BP kerekening BPP dilakukan BP paling lambat
1 (satu) hari kerja setelah pencairan dann SP2D-UP
KKPD diterima/masuk ke rekening BP,
BPP) melakukan) pembayaran tagihan KKPD melalui
pendebitan rekening BPP kerekening Bank Penerbit
KKPD paling lambat | (satu) hari kerja setelah pencairan
dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP.
Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah
tagihan) yang harus dibayar sebagaimann tercantum
dalam DPT KKPD.
Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan;
an, Layanan perbankan secara elektronik; dan
b. cek/bilyetgiro.
Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa:
a. internet banking; atau
b. kartu debit
Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening
penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dan
Rekening BP/BPP sebagaimana dimnksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

Pasal 40

Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum
dibayarkan olch SKPD paling singkat 1 (satu) bulan



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB VII
BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Pasal 42

Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya
penggunaan KKPD, meliputi:
a. biaya kcanggotaan (membership fee);
b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan

e-banking;
c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri

atau rusak;
biaya penggantian PIN;
biaya copy billing statement;

. biaya pencetakan tambahan Iembar tagihan;
, biaya keterlambatan pembayaran;
biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat
dibayarkan; dan

j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang
bekerjasama dengan KKPD.

Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada
APBD hanya biaya materai.
Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama
penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat Bank Penerbit KKPD.

e
f.

A

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara
berjenjang dan berkala.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan
pembayaran menggunakan KKPD_ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah
menggunakan KKPD kepada gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga
yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu
Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam
menerbitkan KKPD.
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(2) Pemprosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD
dilakukan oleh bank dan/atauw pihak terkait: dengan
memperhatikan pengaturan kartus kredit) sebagai alat
pembayunin sestuai dengan Ketentuan peraturan otoritus
di bidang sistem pembayaran,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Feratunnn =Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pencundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 3g Serymler 2023

BUPATI PASAMAN BARAT, ," ™
“Lh rc
/

|

)
(aamsvarnr f)

Di Undangxan dt Simpang Empat
Pada Targgal 25 gybemler 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

\)
HENDRA PUTRA

BERITA sara KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR ar



LAMARAN f

PERATURAN BUPAT] PASAWAN BARAT
501402 LTTAH55 3513
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGSRAAN KARTU KREDIT
PEMESINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
NDAPATAN DAN BELAXJA DAERAHPE

FORMAT SUPAT PERNYATAAN UP DARI PA

1. FURMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KAPD
KG? SEPD

Nomor : (Vy

Lampiran : {2)

Hal : Permohonan Persetuiuan UP KKPD

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

Di (3)

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor (4)
tanggal (5) tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini
kami mengajukan permohonan persenijuan UP KKPD sebagaimana
rincian dibawah ini:

a

Besaran UP Proporsi UP Tunai dan UP |

Ho SKPD/PerubahanBesaran ;
SenisUP

|

KKPD

UP SKPD j
& Nilai UP

{6) % Tunai 1
(8) (10)

,
KKPD {@) (11)

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkanterimakasih.

Simpang Empat, -+».(12)

PenggunaAnggaran,

(13)

(14)
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SURAT PERMOHON PORSEPOICAN CP RAPD

NO URATAN
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dengan herkas iampiransurat

POY Carag Cane hater PPAD _ 7
Joy ast vongan Rema peratureBupa _ {

fos) Sis: dengan Ganga penetapnperatumarBupa
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iwirsentascitsinin UP Tanat sesuatdengan Ref RKepala
Deen

: ‘Dist dengan persentaase Besamin UP KKPD vaitu 40°< Perubahan
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Wrsenkase besaran UP Tanai sesuai dengan Keputusan kepala

St Daerah,

Nes evVee SANve . re
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UNINn
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;
Nisienaan besanin UPTunai yautu persentase UP Tunai dikalikan

(ie) fdenganbesaninUP SKPD
(Dust vengan

besanin UP KAPD vaitu persentase UP KKPD dikalikan
(id denganbesaran UPSKPDbel {Dussdengantanggal, balan, dan tahun
iat Dist dengan nama lengkap PA
, G3) Dus: dengan NIP PA

E

re

PORMAT SURAT PERNYATAAN UP

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NOMer:

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP}. yang

OTiandatangan dibawah ini:
1, Nama . (1)

-.dabatan : Pengguna Anggaran (PA) (2)

3. SKPD (3)

Dengan int menvatakan bahwa:

1. Besaran UP SKPD yang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4) ---

adalah sebagai benkut :

No. | Uraian Jumlah {R
1. -Pagu DPA SKPD (5)

2.
‘Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan

|

‘melalui UP dalam 1 Tahun {

3. -Pagu Jenis Belanja vang dapat dibavarkan
(
(7)



UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai
pengadaan barang dan jasa serta belanja modal SKPD dan/atau
membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui
pembayaran LS,
Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP,
besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD
selaku BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian UP
Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah
ditetapkan PPKD selaku BUD sebagai akibat tidak melakukan
penggantian (revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.
Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang
telahdisetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya
ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD
dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKPD.
Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunai serta
besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah
disetujui oleh PPKD selaku BUD dan menggunakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

(12) > (13)

Pengguna Anggaran,

(14)

(15)

(16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

No Uraian
(1) | Diisi dengan nama PA
(2) | Diisi dengan jabatan PA
(3) {|

Diisi dengan nama SKPD
(4) | Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(5) | Diisi dengan total Pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)
(6) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui

UP selama 1(satu) tahun (dalam Rupiah)
(7) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui

melalui UP Tunai dalam 1 Tahun
Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan

4. |melalui UP KKPD dalam 1 Tahun (8)
5. |Besaran UP SKPD (9)

Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran
6. |UP Tunai (60%)/Perubahan Proporsi UP Tunai (10)

Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran
UP KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP
KKPD (11)

2.

3.

4.
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dari peruvahan besa UP melampiui besaran OP SKPD yang,
telah dinetujul Kepole Daerah (dale Kupiat), ateu Perubahan

i

propors] UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih Lesardari 40%
Aikulikan dengan besscan UP SKPD atauproporsi lebih
keel lebih besar dart 40% dikalikan dengan perubahan bessran
UP melampaul besaran UP SKPD (dalam Rupiah), Penetapan
perubuhan proporei UP KKPD yang ditetapkan oleh Kepalis
Daerah
Diind cengyin loksan
Diisl dengan tangyal, bulan, dan tahun penandatanganan
Surat
Diisi dengan tandatanganPA dan dibubuhi cap SKPD
Disk dengan nama lengkap PA
Dlink denyan NIP PA

UPATI PASAMAN BARAT
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3 [Pogu denis belunja yang dapat { (17)

dibayarkan melatul UP KKPD dalam 4

Tahun

4 |PesaranUP SKPD (18)

SS [Besuran UP KKPH ataPerubahan | (19)
Besaran UP KKPD (40%) /Perububan

Proporal UP KKPD

3, UP tersebut dipergunakan untuk keperluan memblayai penysdean

barang dan jasa serta belunja modal SKPD .... (20) kenle ..
(21) alas beban DPA TA ,... (22) NO (23) .....tanpyal ....

(24) dun tidak dapat digunukan untuk membiayai pengeluaran

yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran

Langsung (LS),

Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat
dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia burang dan jasa serta

belanja modal paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta
rupiah), kecuali pembayaran untuk honorurium dan perjalanan
dinas.

Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja paling banyak
scbesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk | (satu)

pencrima pembayarun digunakan apabila belanja barang dan jasa
serta belanja modal melalui transaksi catalog elcktronik, toko

daring, dan PLSE yang disediakan olch lembaga yang

menyclenggarakan tugas pemerintahan di bidang kcbijakan

pengadaan burang/jasa pemcrintuh.
UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam

bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang

penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

Total batasan belanja (limit) UP KKPD untuk masing-masing SKPD

adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui.

Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang
telah ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan yang telah ditetapkan.

Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan,

pertunggungjawaban dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka

Penggunaan UP agar berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor ...

4,

5.

6.

7.

8.

9,



(25) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu

Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala PPKD Selaku BUD

(26)

(27)

(28)

Tembusan:

1. Bupati—... (29)

2 (30)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

No Uraian
(1) Diisi dengan nomorsurat
(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat
(3)_| Diisi dengan nama SKPD
(4) | Diisi dengan kode SKPD
(5) | Diisi dengan alamat / domisili SKPD
(6) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati
(7) |Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan

kepada Kuasa BUD
(8) | Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan

kepada Kuasa BUD
(9) | Diisi dengan nama SKPD
(10) |Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP

dari PA SKPD
(11) |Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran

UP dari PA SKPD
(12) |Diisi dengan nama SKPD
(13) |Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD
(14) |Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD
(15) | Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)
(16) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui

UP selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah)
(17) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui

UP KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat
puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
melalui UP (dalam Rupiah)

(18) |Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan ketentuan
dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD
(dalam Rupiah)

(19) |Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) Diisi
dengan:



a. Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD atau
40% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah);
atau

b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih
kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan besaran UP
SKPD atau proporsi lebih kecil/lebih besardari 40%
dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui
besaran UP SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan
Proporsi besaran UP Tunai dilakukan oleh Kepala Daerah.

(20) | Diisi dengan nama SKPD
(21) |Diisi dengan kode SKPD
(22) | Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD
(23) |Diisi dengan Nomor DPA SKPD
(24) | Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD
(25) |Diisi dengan nomor Peraturan Bupati
(26) |Diisi dengan tandatangan Kepala PPKD selaku BUD dan

dibubuhi cap
(27) | Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD
(28) | Diisidengan NIP Kepala PPKD selaku BUD
(29) |Diisi dengan nama kota
(30) | Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra

kerjanya 7
Yroran

PASAMAN
3f

ni
HAMSUARDI



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 22}
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

is

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP BKD

(Tanggal, Bulan,

Nomor :..(1).... Tahun)

Sifat

Lampiran ...(2)....
Hal

Yth (3)

di ....(4)

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan

Bupati Pasaman Barat Nomor.... (5) tentang Tata Cara Penggunaan
dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini

kami mengajukan permohonan untuk menerbitkan KKPD dalam

rangka penggunaan Uang Persediaan SKPD ....(6)... .... (7).... dengan

total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan sebesar Rp . (8)

( (9) ).

Adapun pagu DPA SKPD (10) TA (11)

Nomor 12), sebesar Rp (13) (2 (14) )

dan Besaran Uang Persediaan sebesar Rp (15) ( (16)

).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

sebagai benkut:

a. Surat referensi;
b. Formulir aplikasi KKPD;
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;



a. lotokupl NEWP;

e. fotokopl aural peraetiuan beau UP dard PPKD selaku BUD; dan

fotokopt surat koputusan penunjukkan PA/KPA,
Demikiun kant sumpalkan, atae perhation dan kerjanamanya

diucapkan technakaalh,

Hormat karnl,

Materal Rp, 10,000

Kepala PPKD Sclaku HUD

Tembusan:

1. Bupati... (29)
2. Pertinggal.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nomor surat

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat

Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi

(3) |mitra kerja Pemerintah Dacrah

(4) | Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor Bank Penerbit KKPD

(5) | Diisi dengan nomor Bupati

(6) | Diisi dengan nama SKPD

(7) |Diisi dengan kode SKPD

Diisi dengan total batasanbelanja (limit) KKPD yang diajukan

(8) |oleh SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka)

Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan

(9) |oleh SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam huruf)

(10) | Diisi dengan nama SKPD

(11) |Diisi dengan tahun anggaran berkcnaan

(12) |Diisi dengan nomor DPA SKPD

(13) |Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka)

(14) |Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf)

Diisi denganbesaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan

(15) |besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka)



oe paw. ee

'Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran

(16) |UP dari PPKD selaku BUD (dalam huruf)

(7) Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD

(18) |Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD

(19) |Diisi dengan WaliKota

yo PASAMAN BARAT,
tl °

71

7
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ASTAHUN .2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT REFERENSI

KOP BKAD

SURAT REFERENSI

Simpang Empat, (1)

Yth: (2)

Hal :Pengajuan KKPD

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara (3)

dengan (5) Tentang (6) Nomor:

(7) tanggal (8) Dengan ini kami mengajukan

mengajukan permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-

nama sebagai berikut:

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami

rekomendasikan untuk mendapatkan KKPD yang pembayarannya

ditanggung sepenuhnya oleh SKPD sepanjang sesuai dengan
ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBD.

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan

penggunaan KKPD untuk SKPD (15) » maka

Administrator KKPD yang kami tunjuk adalah:

Nama
. (16)

Jabatan . (17)

No Nama Tanggal | Jabatan Jenis Batasan
Lahir Kartu Belanja

__(Limit)
(9) (10) (11) (12) (13) (14)



Telepon/Fax 3)

Email 9)...
Administrator KKPT) terarbut dibariban caw panes nee

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Péngyuns Snogere Pea ee

menyampaikan kenaikan batasan Yeni) MMi, ar cee

sementara/permanen.

Demixian kami sampaikan, atas prchatian dap +

Sats

diucapkan terimakasin.

Harmat Zar,
Kéeoala PPLTs alan,

Matera os OY,

VAZ

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT |REF ERAN S"4
NO

0)
(2)

| Diisi dengan lokasi

Diisidengan tanggal, bulan, tahun pAnandatanganar. velersag
(3) Diisi dengan jabatan pejabat Bank Panersit par nedizdi

mitra kerja Pernerintah Daeran
(4) Diisi dengan namaBankPenerbit KKPiD
(5) Diisi dengan nama organisasi F

MKD
(6) Diisi dengan uraian Perjanjian_Kerja ‘Sara
(7) Diisi dengan nomor PerjanjianiKer;a Sarta
(8) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Peranyar Kora sata
(9) Diisi dengan nomor urut

(10) Diisi dengan nama Pemegang KKPD
(11) Diisi dengan tanggal lahirnir PernegargKKPD
(12) Diisi dengan jabatan PemeganzKPT
(13) Diisi dengan jenis KKPD
(14) Diisi dengan nilai limit KKPD

_
(15) Diisi dengan nama SKPD
(16)

URMAC

Diisi dengan nama AdministraterKKPT), denagn watent
a. Penunjukan Administrator KKPD bies letah, Gar, 3 orate

sesuai dengan kebutuhan SKPD dan Sarat Legit sat
penetapan dari PA SKPD.

b. Jumlah Administrator KKM) disesuaieat, Cergpr. “eter tony,
yang diatur dalam Pasa) 32 ayat (7 Peraturar Pat ti

P

rst A

-”

/ 2



(17) Diisi dengan jabatan dministrator KKPD
(18) Diisi dengan nomor telcpon/ fax AdministratorKKPD
(19) Diisi dengan alamat email Administrator KKPD

(20)
a

Diisi dengan nama PPKD selaku BUD

(21)

a

Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD

jon PASAMAN BARAT,
1ai '

~

A HAMSUARDI
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IIAMIIIIMN V

HICRATURAN DUPATE PASAMAN BARAT
NUNH W HWAHUN 2013
NON'TANG
TATA CARA PENGQUNAAN DAN
PICNVICIJCNUUAIMAN KARTU KREDIT
PICMICRIIMII IMICRAH UNTUK
I''SLAKSANAAN ANQQARAN
PIENDAVATAN DAN BELANJA DAERAI!

IMWAR PICNUICLUAIMN RIIL IIICLANJA MICNGUUNAKAN KKPD

\. FORMAT DALTAR. PIENGISLUARAN RIL PEMBAYARAN PENGADAAN
HARANG DAN JASA SURTA BELANJA MODAL DENGAN
MICNUUUNAKAN KKIDD

MZILSJSILD

DMFMR IDENGICLUARAN RIIL PEMDAVARAN PENGADMN BARANG
DAN JASA SERTA BIELANJA MODAL DENGAN KKPD

Yang bertundatwagan di bawahint

Nauna ’
(1)

NIP ;
(2)

Pangkat/Qal Ruang '
(3)

dabatan ‘
(4)

SKID ,
(5)

Nomor KKPD (6)

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD dalam rangka

penggunaan UP, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa:

1, Rincinn pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang dan jasa
serla belanja modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut:

ae i wis
PeebrbananAgearen ee

heb ~ Veale heb Sb [Aa | ha
mentees CO MC Oa Me

um wen rat tre tet wm
hone,

ae

iri rn) THT Th TAT BT OTE tq 1
us

Ty
_ rT

= Total (4

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar

dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa serta

\



belanja modal SKPD dengan menggunakan KKPD dan apabila di

kKentadlon tak tecdapat kelebihan satis pembaysran, keri
bernedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas

Umiin Daerah,

Demikion pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk

Uipergunakan sebagalmana mestinya.

Simpang Empat,
PITK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(21)

(22)

(23)

PBTUHJUK PENOISMN

DARTAR PENGELUARAN RIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA
HELANJA MODAL DENGAN KKPD

“NO URAIAN

(1) | Dilsi dengan nama PPTK selaku Pelakeana Kuasa Pengguna KKPD

(2)| Dilsi dengun NiP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(3) | Oiial dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD

(4) | Diisl dengan jabatan PPTK nelaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(5) |
Dilsi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(6) | Diisi dengan nomor KKPD

(7) | Diisi dengan nomor urut
(8) | Dilai dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang dan

Jasa serta belanja modal yang dibayarkan dengan KKPD

(9) | Dilsi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(10) | Diisi dengan kode sub kegiatan

(11) } Dilsi dengan kode akun

(12) | Dilsidengankodekelompok

(13) | Diisi dengan kode jenis

(14) | Diisi dengan kodeobjek

(15) | Diisi dengan kode rincian objek

(16) | Diisi dengan kode sub rincian objek

(17) Diisi dengan tanda centang apabilaterdapat bukti pengeluaran_
(18) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(19) | Diisidenganjumlahpembayarandengan KKPD

(20) | Ditsi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) | Diisi dengan tandatangan PPTK selaku Pelakeana Kuasa Pengguna KKPD

id

15an



2. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN

DINAS JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN

DINASJABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
’ (1)

NIP (2)

Pangkat/Gol Ruang , (3)

Jabatan (4)

SKPD (5)

Nomor KKPD . (6)

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor (7)

tanggal (8) , dengan ini kami

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan

KKPD sebagai berikut:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atasbenar-benar

dikeluarkan untuk pembayaran perjalanan dinas dan apabila di

kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami

bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke RKUD.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk di

pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Simpang Empat, (21)

PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pelaksana SPD,

Pengguna KKPD

(22) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(23) Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

UrmianPengehs PembebananAnggaran sumiah

(8) (10) (ly (12) 3) (14) (15) (16) a7 (18) (19

Total | (20)



(22) (23)

(24) (25)

(26) (27)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

yon PASAMAN BARAT,

°

NO URAIAN

(1) } Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(2) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(4) | Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD)

(5) | Diisi dengan nama SKPD

(6) | Diisi dengan nomor KKPD

(7) | Diisi dengan nomor SPD

(8) | Diisi dengan tanggal SPD

(9) | Diisi dengan nomor urut

(10) | Diisi dengan perincian pengeluaran

(11) | Diisi dengan kode akun belanja

(12) | Diisi dengan kode kelompok belanja

(13) | Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

(14) | Diisi dengan kode objek perjalanan dinas

(15) | Diisi dengan kode rincian objek perjalanandinas

(16) { Diisi dengankode sub rincian objek

(17) | Diisi dengan tandacentang apabila terdapat bukti pengeluaran

(18) } Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(19) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

(20) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(22) | Diisi denga ntandatangan Pelaksana SPD

(23) | Diisi dengan nama Pelaksana SPD

(24) | Diisi dengan NIP Pelaksana SPD

(25) | Diisi dengan tandatangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(26) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(27) Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

SUARDI

rq
\



LAMPIRAN VI

PIERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR .2°TAHUN .2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOP SKPD

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

BANK (1)

Simpang Empat, (16)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(17)

(18)

(19)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD

JumisbP

Rinclan? __PembehananAnggaran
embayar

ongrhust Koxke Kode Kode Koule kode Kode Kare Sub
os

Ne Kama ee on suo | Abus | Kelouguy | denis | Obst | Rimiand | Rincdand oon
5 Kea bjeu jek

(2) (3) (4) (5) (0) (7) (8) i) (10) (1) (12) (13} (4)

Diaya
Materal

Total (15)

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD

(2) | Diisi dengan nomor urut

(3) | Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD

(4) Diisi dengan nomor KKPD

(5) Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal

(6) Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dengan KKPD.

*)UntukBiayaMaterai, apabila masuk dalam Tagihan (e-billing) /Daftar Tagihan
Sementara, agar dimasukkan dalam rincian pengeluaran untuk dibayarkan
kepada Bank Penerbit KKPD

(7) Diisi dengan kode sub kegiatan

J

N/
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 20TAHUN4}
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor

Sifat

Lampiran
Hal

Yth.,

(4)
(5)
di ....(6)

1. Dasar :

KOP SKPD

: S-...(1)..... (Tanggal, Bulan, Tahun)

Segera

2 w(2)....
: Pemberitahuan Penolakan

Bukti-Bukti Pengeluaran KKPD

(3)

a. Peraturan Bupati Nomor ... (8) ... tentang tentang Tata Cara

Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah

Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
serta Belanja Modal Dengan KKPD az.n. ........ (9) dengan

nomor KKPD (10) ;

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan

Dengan KKPD a.n. ........ (11) dengan nomor KKPD

(12) dan atau

d. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementaraa.n. ......... (13)

dengan nomor KKPD (14) ;

. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan

hasil pengujian oleh PPK SKPD, dengan ini disampaikan rincian

2.

pengeluaran riil kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja



modal dan/atau Keglatn peralanan inas jabatan dengan KKPD

yang tdak dapat disetujul/disahkan untuk dilakukan pembayaran

atas beban APBD, meliputl:
[ted

Ponte lanai Adige at Hewile has} tshebou

pe
yey pyWa] 1 Kole” 7 Kode Vile Beda

| Rode Baie” “Kate taal”
|

“Ade” f Tob
mu | Abun sonia | Chg | | Winters?

beg let pk
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T

3, Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran scbagaimana dimaksud

pada angka 2, sesuai dengan kelentuan, menjadi tanggungjawab

pribadi Pemegang KKPD/Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan

harus dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal

jatuh tempo pembayaran.

Demikian kami sampaikan, alas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terimakasih.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

SKPD (30)

(namajelas)

NIP...... (31)

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ... (32) ;

2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

SKPD (33)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARANKKPD

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nomor surat

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(3) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(5) | Diisi dengan alamat Kantor PPTK selaku Pelaksana Kuasa PenggunaKKPD

(6) | Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat kantor SKPD

(7) |
Diisi dengan nama SKPD

(8) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati

(9) } Diist dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

(10) Diisi dengan nomor KKPD



(11) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPL)

(12) Diisi dengan nomor KKPD

(13) | Diisi dengan nama Pemegang KKPD

(14) | Diisi dengan nomor KKPD
-

(15) | Diisi dengan nomor urut

(16) | Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang dan

jasa serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan yang

dibayarkan dengan KKPD

(17) | Diisi dengan kode sub kegiatan

(18) | Diisi dengan kode akun belanja

(19) } Diisi dengan kode kelompok belanja

(20) | Diisi dengan kode jenis belanja

(21) | Diisi dengan kode objek

(22) | Diisi dengan kode rincian objek

(23) | Diisi dengan kode sub rincian objek

(24) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(25) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran

(26) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD

(27) | Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan __srincian

pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh PA/KPA
“Tidak Disetujui/Tidak Disahkan”.

(28) | Diisi dengan alasan penolakan

(29) | Diisi dengan total jumlah pengeluaran

(30) | Diisi dengan nama SKPD

(31) | Diisi dengan NIP PA/KPA

(32) | Diisi dengan nama SKPD

(33) | Diisi dengan nama SKPD
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L}

ft
HAMSUARDI

4


